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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Hukum
Islam  Terhadap  Putusan Pengadilan Agama  Sidoarjo  Nomor:
47/Pdt.G/2009/PA.Sda. Tentang Status Hak Asuh Anak Adopsi Pasca Perceraian”.
Penclitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang dasar hukum hakim
Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus perkara status hak asuh anak adopsi
pasca perceraian. Dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan Hakim
dalam memutus perkara status hak asuh anak adopsi pasca perceraian. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
dalam memutus perkara status hak asuh anak adopsi pasca perceraian. Dan untuk
mengetahui analisis Hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama
Sidoarjo dalam memutus perkara status hak asuh anak adopsi pasca perceraian.

Guna menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan teknik
pengumpulan data melalui dokumentasi dan interview atau wawancara, dokumentasi
yang berupa putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, dan telaah pustaka yang
selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola
pikir deduktif yaitu mengemukakan teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tent ang
perkara status hak asuh anak adopsi pasca perceraian serta dasar hukum hakim
tentang hak asuh anak adopsi pasca perceraian, kemudian dianalisis dengan hukum
Islam yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutuskan mengabulkan
perkara perceraian yang didalamnya terdapat penetapan hak asuh anak angkat
berpedoman dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 19
huruf ( f ) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
kompilasi hukum islam dan didukung dengan beberapa bukti tertulis maupun saksi.
Keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan perkara hak asuh anak
adopsi kepada ibu angkatnya sangat relevan dengan hukum Acara perdata dan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun disini hakim jangan begitu saja
menyerahkan pemilihan kepada anak untuk pengasuh kecuali setelah mengadakan
musyawarah terlebih dahulu mana yang lebih maslahal bagi anak itu sendiri.

Scjalan dengan kesimpulan diatas maka kepada para pihak yang terkait
terutama bagi Para hakim hendaknya benar-benar mendalami dan
mempertimbangkan dalam pengambilan keputusannya, sehingga tidak terjadi
kekeliruan dalam pengambilan keputusan yang berakibat merugikan salah satu pihak
yang berseteru. Dalam hukum islam juga yang lebih penting adalah dilihat dari
kemaslahatan anak itu sendiri, meskipun yang lebih berhak atas pengasuhan anak
adalah ibu. Apabila ibu dipandang tidak mampu karena suatu sebab sehingga
terlarang haknya untuk diutamakan, maka hakim dapat memberikan pengasuhan itu
kepada selain ibu. Karena pemeliharaan anak merupakan suatu penguasaan yang
didalamnya harus memperhatikan kemaslahatan anak yang dikuasainya.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada
semua makhluk Tuhan, perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih oleh
Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan
melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan
peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.'

Bentuk perkawinan ini juga merupakan jalan yang paling aman untuk
menyalurkan naluri sex, agar kehormatan dan martabat kemuliaan tetap terjaga
terutama bagi kaum perempuan, sehingga tidak laksana rumput yang bisa
dimakan oleh binatang seenaknya.

Manusia diciptakannya berpasang-pasangan dan diantara keduanya
terdapat saling berkehendak ingin hidup bersama dengan menjalin ikatan
pernikahan. Dalam hubungan pernikahan itu pasangan suami istri memperoleh
ketentraman hidup dalam suasana kasih sayang, penuh rahmat dan kelembutan.
Kehidupan yang penuh nikmat itu adalah karunia Allah yang amat besar dan
berharga bagi umat manusia. Allah menjelaskan fakta ini dalam al-Qur’an surat

Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

! Slamet Abidin, Figih Munakahat I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 5
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Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tentram kepadanys, dan djjadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Qr-Rum: 21)?

Ayat tersebut di atas merupakan suatu petunjuk bagaimana seharusnya
Suasana pasangan suami istri dalam berumah tangga. Hanya dengan jalinan kasih
dan sayang itulah rumah tangga akan menjadi damai dan lestari. Dengan suasana
yang demikian, pasangan suami istri akan mampu menunaikan misi berikutnya,
yaitu untuk melangsungkan keturunan yang tangguh dalam kehidupan didunia,

menjadi anak yang shaleh dan selalu mendo’akan orang tuanya.’ Dalam hadis

Nabi disebutkan:
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Artinya: Dari Abi Hurairah: sesungguhnya Rasulullah bersabda; bila seorang
manusia mati, maka terputus amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah
Jariyal, ilmu yang di manfaatkan, anak shaleh yang mendo’akannya.*

Kebahagiaan sebuah keluarga tidak akan sempurna jika belum memiliki

keturunan, karena anak yang menyenangkan akan menjadi penyejuk jiwa serta

2 Depag RI, A/-Qur’an dan T erjemahnys, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali, 2005), 406
? Mohd. Idris Ramulyo, Hukun Perkawinan Islam, cet.IV, (Jakarta, Bumi Aksara, 2002), 26
* Sunan an-Nasa’i, Nasa”, (Beirut, Dar al-Fikr, 1348), 252



penerus yang dapat membahagiakan kedua orang tuanya.’ Keturunan yang
membuat bahagia adalah keturunan yang melegakan jiwa, yang dalam al-Qur’an
disebut dengan Qurrah al-A’yun (penyejuk mata / penyenang hati). Sebagaimana

firman Allah dalam surat al-Furgan ayat 74 yang berbunyi:
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Artinya: “Dan orang-orang Yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah

kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kamji sebagal penyenang
hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang
bertagwa”®

Untuk mewujudkan keturunan merupakan tujuan dari disyari’atkannya
perkawinan, dan suatu kewajiban bagi suatu rumah tangga. Kewajiban itu baru
bisa terlaksana bilamana rumah tangga diliputi oleh suasana damai dan tentram,
serta kehidupan yang selalu didasarkan atas ketaqwaan kepada Allah SWT,
karena hanya petunjuk Allah yang mampu memberikan kebahagiaan dan
kesejahteraan bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, suasana
damai dan taqwa harus diwujudkan, bukan saja dimaksudkan untuk kenikmatan
suami istri, tetapi terutama untuk kepentingan anak keturunan. Karena pengasuh
yang ideal bagi anak-anak adalah orang tua kandung mereka, sebab merekalah
yang paling dekat dengan darah dagingnya, selain itu mereka memiliki ikatan

kejiwaan yang erat dan sulit jika digantikan oleh orang lain.

* Miftah Faridl, /50 Masalah Nikah dan Keluarga, (Bandung: Gema Insani Press, 1999), 69
6 Depag R, A/-Qur’an dan Terjemahnya,. 569



Disamping itu untuk menghasilkan generasi penerus yang berkualitas
tersebut diperlukan adanya usaha yang konsisten dari kedua orang tua dalam
melaksanakan tugas memelihara dan mendidik anak-anak mercka baik lahir
maupun batin sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri. Tugas
tersebut merupakan tanggung jawab dari kedua orang tua. Begitu pula halnya
dengan pasangan suami istri yang berujung dengan perceraian, mereka tetap
berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Perceraian yang
terjadi hendaknya jangan sampai memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan
dan perkembangan anak dimasa yang akan datang. Untuk memberikan
perlindungan bagi kepentingan anak dan masa depannya, ialah dengan satu
hukum yang mengatur mengenai hadanah.

Hadanah sebagai akibat dari perceraian, akan menjadi masalah penting,
biasanya kedua orang tua tidak mau mengalah terhadap permasalahan siapa yang
akan mengasuh anak-anak mercka. Hingga akhirnya pihak pengadilan yang harus
memutuskan dengan siapa si anak harus ikut.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan
orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya, maupun
pembentukan akhlaknya. Seseorang yang melakukan tugas fhadanah sangat

berperan dalam hal tersebut. Oleh karena itu masalah hadanah mendapat



perhatian khusus dalam ajaran Islam. Mengenai hal ini Rasulullah saw telah

bersabda -
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Artinya: Dari Abdullah bin Amru ra (katanya): Sesungguhnya seorang wanita
barkata: Ya Rasulullah, sesunggubnya anakku ini perutku menjadi
lempatnys, susuku menjadi minumannya, pangkuanku menjadi
pemeliharaannya, dan sesungguhnya ayahnya telah mentalak saya dan
dia hendak mengambil anaknya dari pangkuanku. Lalu Rasulullah saw.
bersabda kepadanya: Engkau lebih berhak terhadapnya selama kamu
belum menikah lagi. Diriwayatkan oleh Abu Daud.®

Disamping itu, berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 105 telah
disebutkan bahwa yang lebih berhak dalam pengasuhan anak yang belum
mumayyiz setelah terjadi perceraian adalah ibunya. Namun biaya
pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya.’ Para imam mazhab
juga sepakat bahwa orang pertama yang berhak atas pengasuhan anak yang

masih dibawah umur setelah terjadi perceraian adalah menjadi hak ibu.'”
Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT. Bahkan anak
dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibanding kekayaan harta

benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dilindungi karena

? As-San’ani, Subu/ as-Salam, Penerjemah Abu Bakar Muhammad, cet. I, (Surabaya: Al-Ikhlas,
1995), 819

® Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abuy Dawud, Juz 11,. 150
? Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, Team Media, 116
' M. Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera Basritama, 2004), 415



dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yag
harus dijunjung tinggi. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak
adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa datang, generasi
penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari
tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dalam kenyataan hidup manusia tidak semua pasangan suami istri bisa
mendapatkan keuntungan yang berupa karunia anak. Oleh karena itu, Adopsi
anak adalah salah satu cara mulia bagi pasangan yang belum dikaruniai anak.
Kehadiran anak adopsi diharapkan dapat mengisi hari-hari sepi pasangan suami
istri tersebut. Karena itu tak jarang banyak pasangan suami istri yang
menjadikan anak adopsi sebagai “pancingan” agar kelak mereka memiliki
keturunan kandung mereka sendiri. Apapun alasannya, saat pasangan suami istri
memutuskan akan mengadopsi anak hendaknya didasari dengan niat baik dan
keikhlasan serta rasa kasih sayang yang tulus untuk merawat si anak. Selain itu
juga harus memperhatikan tata cara dan hukum tentang adopsi anak yang
berlaku di Negara kita.

Di Indonesia ada beberapa cara mengenai pengangkatan anak (adopsi),
yaitu pengangkatan anak secara adat, pengangkatan anak melalui notaris, serta

pengangkatan anak melalui pengadilan. Semula pengadilan yang berwenang



adalah Pengadilan Negeri, namun kini Pengadilan Agama juga mempunyai
kewenangan memberikan penetapan pengangkatan anak.'!

Hal penting yang harus digaris bawahi adalah bahwa adopsi harus
dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan, agar adopsi itu
dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi
orang tua angkat. Praktek pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan
tersebut, telah berkembang baik dilingkungan Peradilan Umum maupun
dilingkungan Peradilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Pengangkatan anak telah menjadi bagian adat dari kebiasaan masyarakat
muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktek melalui lembaga
Peradilan Agama, maka sebelum terbentuknya Undang-undang yang mengatur
secara khusus, pemerintah mengeluarkan Instruksi presiden No | tahun 1991
tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 171 huruf h, secara
definitif disebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal
pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya
beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya
berdasarkan putusan pengadilan”. Definisi anak angkat tersebut jika dibanding
dengan definisi anak angkat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan

bahwa “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan

1 Sy Mustofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2008), 6



kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang betanggung
jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam
lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan
pengadilan.'?

Kebiasaan atau tradisi pengangkatan anak sudah sering dilakukan di
Indonesia. Seperti pasangan suami istri yang berkecukupan dalam ekonomi
menjadikan anak saudara dekat atau jauh atau anak orang lain menjadi anak
angkat. Disamping itu pengangkatan anak menurut tradisi barat juga sering
dipraktekkan di Indonesia, adopsi menurut tradisi barat ini didasarkan pada
staatblaad 1917 No.129, Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 1989 dan
peraturan lainnya. Seorang warga Indonesia yang ingin mengangkat anak
menurut tradisi barat ini, harus melalui penetapan Pengadilan Negeri. Sedangkan
bagi orang yang beragama Islam adopsi dilakukan di Pengadilan Agama
berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, adopsi menurut tradisi Islam
ini didasarkan pada al-Qur’an, al-Hadis dar perundang-undangan lainnya.

Di Pengadilan Agama Sidoarjo pernah terjadi kasus perceraian, yang mana
ada suami istri semula kehidupan rumah tangganya berjalan tentram dan
harmonis akan tetapi bulan Januari tahun 2008 rumah tangganya goyah, sering
terjadi perselisihan, pertengkaran dan salah sangka diantara mereka, yaitu suami

istri tersebut saling menuduh satu sama lain, suami menganggap istrinya

2uu Republika Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, Pasal
I Angka 9.



beseligkuh, begitu juga sebaliknya istri menganggap suaminya yang
berselingkuh. Perselisihan tersebut tiada hentinya sampai ke meja pengadilan,
yang akhirnya diputus oleh Pengadilan Agama untuk bercerai.

Selama hubungan suami istri tersebut, mereka tidak dikaruniai seorang
anak, namun mereka mempunyai seorang anak angkat perempuan yang diangkat
mulai usia 3 bulan dan sekarang berusia kurang lebih usia 4 tahun. Setelah orang
tua angkatnya bercerai, Pengadilan Agama sidoarjo memutuskan anak tersebut
hak asuhnya diserahkan kepada ibu angkatnya, dan hal ini juga disetujui oleh
ayah angkatnya.

Dalam kasus tersebut yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo adalah
perkara perceraian yang didalamnya juga terdapat penetapan hak asuh anak
(anak adopsi) yang diserahkan kepada ibu angkatnya.

Oleh sebab itu, dalam hal ini peneliti ingin membahas hal tersebut karena
setiap hak asuh yang sering terjadi adalah hak asuh terhadap anak kandung.
Namun di sini berbeda, yang dibahas yaitu hak asuh yang terjadi adalah hak asuh
terhadap anak angkat pasca perceraian. Dan peneliti ingin mengetahui lebih
lanjut tentang permasalahan di atas yang kami khususkan mengenai apa dasar
hukum Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang dipakai dalam memutuskan
perkara status hak asuh anak adopsi pasca perceraian dan analisis hukum
Islamnya, dengan mengadakan penelitian dalam  skripsi dengan

memformulasikan sebuah judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
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PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARIJO NO. 47/Pdt. G/2009/PA. Sda

TENTANG STATUS HAK ASUH ANAK ADOPSI PASCA PERCERAIAN".

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, masalah-masalah yang perlu di
identifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban orang tua terhadap anak angkatnya setelah perceraian?

2. Bagaimana ketentuan hukum Islam tentang Aadanah?

3. Bagaimana keputusan hakim mengenai hak asuh anak angkat pasca
perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo?

4. Bagaimana dasar hukum hakim yang dipakai untuk memutuskan perkara hak
asuh anak angkat pasca perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo?

5. Bagaimana ketentuan hukum Islam yang lebih berhak memegang hak
hadanah anak angkat pasca perceraian?

Dari identifikasi masalah tersebut, penulis memberi batasan hanya pada
dua hal, yaitu bagaimana dasar hukum hakim yang dipakai untuk memutuskan
perkara hak asuh anak angkat pasca perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo,
dan bagaimana ketentuan hukum Islam yang lebih berhak memegang hak

hadanah anak angkat pasca perceraian.
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C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan paparan latar belakang masalah diatas, maka dapat

dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1.

Apa dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara status hak asuh anak
adopsi pasca perceraian?
Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Hakim dalam

memutuskan perkara status hak asuh anak adopsi pasca perceraian?

D. Kajian Pustaka

Topik utama yang dijadikan objek penelitian oleh penulis dalam karya tulis

ilmiyah ini adalah masalah hadanah. Skripsi ini bukanlah karya tulis yang

pertama membahas perihal hadanah, akan tetapi masalah ini telah dibahas pada

skripsi-skripsi sebelumnya. Hal ini terlihat dengan setidaknya tiga buah skripsi

yang menjadikan hadanah sebagai objek penelitian, yaitu:

1.

Hak hadanah Ayah terhadap Anak yang belum mumayyiz akibat perceraiandi
Pengadilan Agama Jombang (Analisis Hukum Islam), oleh Anik Wahyuni.
Hak Asuh Anak yag belum mumayyizoleh Ayah setelah terjadi perceraian di
PA Gresik dan PA Malang, oleh Miftachul Jannah.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 223 /

Pdt. G /2007 /PA. Gs tentang Hak Asuh Anak, oleh Dewi Masyithoh.
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Skripsi yang ditulis oleh Anik Wahyuni adalah membahas tentang anak
ikut ayahnya disebabkan ayah dan ibunya terjadi perselisihan, salah sangka, tapi
ibu merelakan anak di asuh oleh ayahnya.'’

Skripsi yang ditulis Miftachul Jannah, membahas tentang anak ikut ayah,
dikarenakan di Pengadilan Agama Gresik ibunya selingkuh, sedangkan di
Pengadilan Agama Malang ibunya adalah Non Muslim."*

Sedangkan skripsi yang ditulis Dewi Masyithoh, membahas tentang anak
ikut ayah, dikarenakan di Pengadilan Agama Gresik ayahnya dianggap lebih
mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya.'s

Dari sekilas pemaparan tentang seluruh skripsi yang menjadikan hadanah
sebagai objek penelitian, maka dapat diyakinkan bahwa skripsi yang ditulis oleh
penulis ini bukanlah suatu pengulangan atau duplikasi dari karya tulis yang telah

ada.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini adalah:

B Anik Wahyuni, Hak Hadanah Ayah terhadap Anak yang belum Mumayyiz akibat perceraiandi
Pengadilan Agama Jombang (Analisis Hukurm Islam), KS-2002 005 As

" Miftachul J annah, Hak Asuh Anak yag belum Mumayyiz oleh Ayah setelah terjadi perceraian di PA
Gresik dan PA Malang, KS-2005 025 As

** Dewi Masyithoh, Tinjavan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 223 /
Pdt. G/ 2007/ PA. Gs tentang Hak Asuh Anak, KS-2007 024 As
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1. Untuk mengetahui dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam
memutuskan hak asuh anak adopsi kepada ibu angkatnya setelah terjadi
perceraian.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam tentang hak asuh anak

adopsi oleh ibu angkatnya pasca perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bersifat
teoritis maupun praktis, yaitu:

I. Dari segi teoritis (keilmuan) diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu
pengetahuan dan sebagai bahan dasar untuk studi-studi selanjutnya yang
berkaitan dengan pokok permasalahan ini.

2. Dari segi praktis (terapan) diharapkan dijadikan sebagai bahan pijakan-
pijakan praktisi hukum dan pedoman masyarakat yang berkaitan dengan

masalah hak asuh anak adopsi setelah terjadi perceraian.

G. Definisi Operasional
Judul skripsi ini adalah Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan
Pengadilan Agama Sidoarjo NO. 47/PDT. G/2009/PA. Sda Tentang Status Hak
Asuh Anak Adopsi Pasca Perceraian. Untuk menghindari terjadinya salah

pengertian dalam pemahaman, maka penulis perlu menjelaskan atau memberikan
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definisi terhadap istilah-istilah pokok yang nantinya berfungsi sebagai landasan

operasional dalam pen

Hukum Islam

Hak Asuh

Anak Adopsi

H. Metode Penelitian

ulisan skripsi ini.

Peraturan-peraturan dan  ketentuan-ketentuan yang
berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur’an |
hukum syara’.'¢

Kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak
hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.'”

Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-
hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung
jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya

berdasarkan putusan pengadilan.'®

1. Data yang dikumpulkan

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data

yang telah dipero

leh selama penclitian yaitu putusan Pengadilan Agama

Sidoarjo dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara dan wawancara

dengan Hakim sert

a Panitera yang terlibat.

16 Sudarsono Kamus Hukum, (

Jakarta: Rineka Cipta, 1992 ), 169

Undang-undang Perkawinan Indonesia, 2007. 175

Kompllasn Hukum Islam, 174
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2. Sumber data
a. Sumber primer: Data yang diperoleh secara langsung dari Dokumen
Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo NO. 47/PDT. G/2009/PA.
Sda Tentang Status Hak Asuh Anak Adopsi Pasca Perceraian. Para hakim
dan panitera Pengadilan Agama sidoarjo.
b. Sumber sekunder: Buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan ini,
diantaranya adalah sebagai berikut:
1) Fiqih Lima Mazhab, karya M. Jawad Mughniyah
2) Subulus Salam, karya As-Shan’ani, Penerjemah Abu Bakar
Muhammad.
3) Fiqih Sunnah, karya Sayyid Sabigq.
4) Fiqih Islam, karya Sulaiman Rasyid.
5) Fiqih Wanita, karya Syaikh Kamil Muhammad, Penerjemah M. Abdul
Ghoffar.
¢. Teknik pengumpulan data
1) Dokumentasi
Mengumpulkan data-data berdasarkan arsip-arsip, misalnya
berkas-berkas yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara

langsung yang ada kaitannya dengan pembahasan diatas.
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2) Interview (wawancara)

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab untuk
mendapatkan data tentang status hak asuh anak adopsi pasca
perceraian dari pihak-pihak yang berkompeten yakni pihak
Pengadilan Agama Sidoarjo yaitu hakim dan panitera yang terkait
dalam perkara ini.

d. Teknik analisis data

Menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu menguraikan kasus
tentang status hak asuh anak adopsi pasca perceraian yang diputus oleh
Pengadilan Agama Sidoarjo secara keseluruhan, kemudian dilakukan
analisis dengan menggunakan hukum Islam (al-Qur’an, hadis, dan figih)
dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan pola pikir deduktif, Yaitu suatu metode yang berangkat
dari data yang umum kemudian di tarik ke yang khusus, dimana penulis
akan memaparkan secara sistematis mengenai dasar hukum hakim dalam
memutuskan perkara status hak asuh anak adopsi pasca perceraian,
kemudian dianalisis dengan hukum Islam terhadap putusan Hakim dalam
memutuskan perkara status hak asuh amak adopsi pasca perceraian

sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.
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Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini terbagi menjadi

5 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab 1

Bab II

Bab III

Bab IV

Bab V

Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan
batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Memuat tentang landasan teori hadanah yang terdiri atas:
pengertian dan dasar hukum Jhadanah, hak hadanah, usia hadanah,
syarat-syarat fadanah, dan urutan pemegang hadanah.

Memuat tentang laporan hasil penelitian, yang meliputi gambaran
umum PA sidoarjo, wilayah hukum dan struktur organisasi,
deskripsi kasus, dan alasan hakim Pengadilan Agama sidoarjo.
Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama
Sidoarjo NO. 47/PDT. G/2009/PA. Sda Tentang Status Hak Asuh
Anak Adopsi Pasca Perceraian.

Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.



BABII

HADANAH

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Hadanah

1. Pengertian Hadanah
° v ° -, F o s [ 23
PYEY R P Oyt B VI P Y S P KN 2 Blan

Hadanah adalah asuhan terhadap seorang anak kecil untuk di didik dan
diurus semua urusannya.'

Secara bahasa, hadanah berarti mengumpulkan, sebab orang yang
merawat anak biasanya menempelkan si anak pada lambungnya. Sedang
dalam istilah para pakar fiqih, fadznah adalah merawat anak yang belum bisa
menangani  urusannya sendiri, melindungi darinya dari hal-hal yang
membahayakan, dan mengurusi segala hal yang menjadi kemaslahatannya.

Para ulama’ figih mendefinisikan hadanah yaitu melakukan
pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan,
atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang

menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan

' Muhammad Rawwas Qal’ahji, Ensiklopedi Figh Umar bin Khattab ra.,, (Jakarta: Raja Grafndo
Persada, 1999), 103

M. Syamsul Arifin Abu, Membangun Rumah Tangga Sakinah, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008),
175

18
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merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar kelak anak tersebut
mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Hadanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyyah). Dalam
hadanah terkandung pengertian-pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani.
Disamping terkandung pengertian jasmani dan rohani tersebut, terkandung
pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari
keluarga si anak, jika mereka memiliki kemampuan tersebut. Sedang hadanah
dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika si anak
tersebut tidak mempunyai keluarga, serta ia tidak memiliki kemampuan
dalam hal mendidik. Hadanah merupakan hak dari hadin, sedangkan pendidik
belum tentu merupakan hak dari pendidik.

Sedangkan menurut istilah figih berarti mengasuh anak kecil atau anak
abnormal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan
memenuhi  kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang
membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, dan
mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung
jawab hidupnya.*

Hadanah menurut pengertian para ulama artinya pemeliharaan anak,
laki-laki atau perempuan yang masih kecil, atau anak dungu yang tidak dapat

membedakan sesuatu dan belun dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan

* Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakabat, (Bogor: Kencana, 2003), 176
4 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopeds Islam 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 37
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anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidiknya,
jasmani dan rohani serta akalnya, supaya si anak dapat berkembang dan
dapat mengatasi persoalan hidup yang akan di hadapinya.’

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, hadanah itu sama sekali tidak
ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik yang menyangkut
dengan perkawinan maupun sesuatu yang menyangkut hartanya. Hadanah
tersebut adalah semata-mata tentang perkara anak dalam arti mendidik dan
mengasuhnya sehingga memerlukan seorang wanita pengasuh untuk
merawatnya sehingga ia dewasa.®

Sedangkat menurut Sayyid Sabiq mengemukakan, bahwa hadanah
adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki
Mmaupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, tanpa
perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya,
menjaganya dari sesuatu yang merusak, jasmani maupun rohani, dan akalnya
agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul
tanggung jawab apabila ia sudah dewasa.’

Jadi hadanah adalah perkara mengasuh anak, dalam arti mendidik dan
menjaganya untuk masa ketika anak-anak itu membutuhkan wanita

pengasuh.

* Sa’id Talib Al-Hamdani, Risalatun Nikah, (Jakarta: Pustaka Amini, 1989), 260

$ Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2001), 133
" Sayyid Sabiq, Fikih Sunaah, Cet.7, (Bandung: Al-Ma’arif, 1990), 160
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2. Dasar Hukum Hadanah
Memelihara anak hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya
selama berada dalam ikatan perkawinan. Sebab mengabaikannya akan berarti
mengantarkan anak ke jurang kehancuran dan hidup tanpa guna. Adapun

dasar hukumnya mengikuti firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 233:

%0 451:0

Sl sy e, S 2
Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mercka

dengan cara yang patut"(Al-Baqarah: 233)8

Dan juga firman Allah swt dalam surat at-Tahrim ayat 6:
’ N 1 /0:/ ffojoo’r 0‘4’.’0,{9’/’/9-’ /‘ o
o 3l L G308, VU LSO S 1 1A 2 i

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, perliharalah dirimy dan

keluargamu cgan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia
dan batu ...

Dari ayat di atas, orang tua diperintahkan oleh Allah swt untuk
memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh
anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah Allah, dan termasuk

anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. '

§ Depag, A/-Qur’an dan T erjemahnya,. 57
® Ibid), 951
'* Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat,. 177
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Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku
selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga
berlanjut setelah terjadinya perceraian. "'

Pengasuhan merupakan hak setiap anak, dan orang pertama yang
berkewajiban untuk itu adalah kedua orang tuanya. Apabila terjadi perceraian
antara keduanya, ibu lebih berhak atas pengasuhan itu dari pada ayah, selama
ibu memenuhi persyaratan atau selama anak belum sampai pada usia

memilih. Mengenai hal ini Rasulullah saw telah bersabda:

N ‘. o’ v, e s, @ ’::‘10 ‘,’rar ,/rt A o - o 3 or o -
O™ 1 gt o &l JR)U B S of Ugte LS P ImE o W LB LR
- - i

6;- :t’;;; O\’ 3\;% LS‘E'LL ;U‘, u[} .c-‘}g— ‘Aj (_C};v.?-,) .;L,E.:» ‘d ) ;l;) ‘45 6.}:.:
’ ’ [4 i oz 0% - P ”‘/’ of. A ’r : ‘o z’— ””’
oo oly) (S5 G @ B o B T Ji)y e Jui

Artinya: Dari Abdullah bin Amru ra (katan va): Sesunggulinya seorang wanita
barkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku menjadi
lempatnys, susuku menjadi minumannya, pangkuanku menjadi
pemeliharaannya, dan sesungguhnya ayahnya telah mentalak saya
dan dia hendak mengambil anaknya dari pangkuanku. Lalu
Rasulullah saw. bersabda kepadanya: Engkau lebih berhak

terhadapnya selama kamu belum menikah lagi. Diriwayatkan oleh
Abu Daud

""" Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Figh Munakahat dan Undang-
undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), 328

'2 Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abu Dawud, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1996), 150

1 As-San’ani, Subulus Salam, Penerjemah Abu Bakar Muhammad, cet. I, (Surabaya: Al-Ikhlas,
1995), 819
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Dalam firman Allah juga di jelaskan dalam surat al-Bagarah yang
berbunyi:

. 2 o - -
2 PR PP

® 0 - - . s 2°%F . .8, of .7 ofo - 5’/’9"/0.0’,-//°r
Gyl el TR ol sl oS o DAY L’y Sy
Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah men yusul anak-anaknya sclama dua (ahun
penuh, bagi yang ingin men yusui secara smpurna. Dan kewajiban

ayah menanggung nafkah dan Ppakaian mercka dengan cara yang
patut"(Al-Baqarah: 233)"

Para fugaha’ berpendapat bahwa ayat o#, 4 o4l ey maksudnya

adalah mewajibkan atas ayah untuk memberi nafkah kepada istri yang di
talak dalam masa menyusui disebabkan adanya anak, maka nafkah tersebut

wajib atas ayahnya sclagi anak itu masih kecil dan belum mencapai umur

taklif."*

Selain itu Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 41 dan pasal 45 juga
menjelaskan tentang perihal pengasuhan anak, yaitu '

Pasal 41

(a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan  anak,
bilamana ada perselisihan mengenai  penguasaan anak-anak,
pengadilan memberi keput usannya.

Pasal 45

. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak
mereka sebaik-baiknya.

14 Depag, Al-Qur'an dan T erjemalhnya,. 57
'* Muhammad Alj As-Sabuni, Tafsir A yal-ayat Hukum, Jilid 2, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), 96
18 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islan dy Indonesia,. 333
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2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri,
kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara
keduanya orang tua putus.

Pasal 45 ayat (2) undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut merupakan
kesinambungan dari pasal 41 (a) Undang-undang No. | tahun 1974 yang
menerangkan:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan
mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan
anak-anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-
anak Pengadilan memberi kepuutusannya.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan
dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dapat dalam
kenyataannya tidak dapat memnuhi kebutuhan tersebut.
Perngadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya
tersebut.'’

Ketentuan Undang-undang perkawinan tersebut di atas adalah sejalan
dengan hukum Islam, yang mendasarkan bahwa kewajiban memelihara dan
mendidik anak adalah tanggung jawab bersama yang harus dilakukan oleh
ibu dan ayah. '®

Dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang hal

pengasuhan anak setelah terjadi perceraian, yaitu:

17 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974,. 8

18 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberti,
1997), 127
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Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

a.

b.

C.

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak ibunya;

Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak
untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaannya;

Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.'*

Pasal 106

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta

anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak
diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena
keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak
itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat
dihindarkan lagi.

(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan

karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat

(l).ZO

Disamping itu, Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang

perlindungan anak juga menjelaskan tentang hal pengasuhan anak, yaitu:

Pasal 26

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a.

b.

Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan

minatnya; dan

Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.

** Kompilasi Hukum Islam, Jakarta ; Team Media, tt. 116

2 1bid. 116
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Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa hadanah adalah
memelihara anak yang belum mumayyiz atau orang yang belum dewasa dari
sesuatu yang membahayakan dirinya baik jasmani maupun rohani agar si
anak dapat mampu berdiri sendiri dan bisa menghadapi persoalan hidup yang

akan dihadapinya.

B. Hak Hadanah

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak
melakukan hadanah. Ulama’ figih berbeda pendapat dalam menentukan siapa
yang memiliki hak hadanah tersebut, apakah hak hadanah ini milik wanita (ibu
atau yang mewakilinya) atau hak anak yang diasuh tersebut. Ulama’ mazhab
Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan bahwa mengasuh, merawat, dan
mendidik anak merupakan hak pengasuh (ibu atau yang mewakilinya). Dengan
alasan bahwa apabila pengasuh ini menggugurkan haknya sekalipun tanpa
imbalan, boleh ia lakukan dan hak itu gugur. Jika hadanah ini hak anak, maka
menurut mereka hal itu tidak dapat ia gugurkan.?'

Akan tetapi jumhur ulama berpendirian bahwa hadanah itu menjadi hak
bersama, antara kedua orang tua dan anak. Menurut Wahbah Az-Zuhayli hak
hadanah itu hak berserikat antara ibu, ayah, dan anak. Apabila terjadi

pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak

yang di asuh.

2! Wahbah az-Zuhayli, Al-Figh Al-Islamiy wa Adjllatuhu, Juz X, (Damaskus, Dar Al-Fikr, 1997), 729
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Sayyid sabiq menyebutkan bahwa hadanah merupakan kewajiban bersama
kedua orang tua yaitu ayah dan ibu. Apabila kedua orang tua itu bercerai, maka
ibu lebih berhak dalam pengasuhan anak dari pada ayahnya, sepanjang tidak
terdapat hal-hal yang menghalangi ibu untuk didahulukan haknya itu (ibu
memenuhi syarz;t-syarat sebagai orang yang berhak mengasuh anak) atau
terdapat hal-hal yang mengharuskan anak memilih ayahnya sebagai
pengasuhnya.”?

Hadanah merupakan hak anak-anak yang masih kecil, karena ia
membutubkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya dan orang yang
mendidiknya. Dan ibunyalah yang berkewajiban melakukan hadanah tersebut.
Seorang ibu diutamakan ialah karena dialah yang berhak untuk melakukan
hadanah dan menyusui. Sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu
mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas
ini yang tidak dipunyai oleh bapak. Ibu juga lebih punya waktu untuk mengasuh
anaknya dari pada bapak. Oleh karena hal-hal ini semua, maka dalam mengatur
kemaslahatan anak, ibu diutamakan >

Dalam hadis Rasulullah saw dijelaskan:

’./ ‘. o‘, ) ’o)zao’::‘/o p,/ s 2os /4:*‘ o 7 o - o} ors o -
ulf‘.uu;j\ ugf»\dyju JCR P O‘WQL”‘”‘MJJ{"Q;‘”‘:*?Q"

’
< s o to

e 4.9;._: Oi, 3\;\‘3 ‘_;.’Z.LL ;\;\ :.)\:) .9\:,3- ‘J ‘.5);","3 sliw ‘J RS ;\.;"_, ‘-J ‘5.&:

.(a,\,ﬁ\os,,)ue‘gsrjugfs,.\;.zfvi..,g;muufmd;)q_uw

2 Depag R, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), 366
B Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah,. 160-162
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Artinya: Dari Abdullah bin Amru ra (katanya): Sesungguhnya seorang wanita
barkata: Ya Rasulullab, sesungguhnya anakku ini perutku menjadi
tempatnys, susuku menjadi minumannya, pangkuanku menjadi
pemeliharaannya, dan sesungguhnya ayahnya telah mentalsk sa iya dan
dia hendak mengambil anaknya dari pangkuanku. Lalu Rasulullah saw.
bersabda kepadanya: Engkau lebih berbak tcrbadgfnya selama kamu
belum menikah lagi. Diriwayatkan oleh Abu Daud.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa orang tua adalah

orang yang mewakili terhadap segala perbuatan hukum anaknya, sebagaimana

dalam Pasal 98, yaitu:

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21
tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental
atau belum perah melangsungkan perkawinan.

(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan
hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah secorang kerabat terdekat
yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang
tuanya tidak mampu.?

Pasal 107

(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun
dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

(3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas
perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang
kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat
tersebut.

(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang
lain yang sudah dewasa,berfikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan
baik, atau badan hukum.

2 As-San’ani, Subulus Salam,. 819
5 Team Media, Kompilasi Hukum Islam,. 148
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C. Batas Usia Hadanah

Asuhan terhadap anak berakhir apabila seorang anak tidak memerlukan
lagi pembayaran seorang ibu, sudah baligh atau sudah dapat melayani
keperluannya sendiri, dapat makan, berpakaian dan mandi sendiri. Karena itu
tidak ada batasan waktu tertentu untuk menetapkan berakhirnya masa mengasuh
anak, ukurannya adalah masa famyiz. Apabila anak sudah dapat mengurus
dirinya sendiri dan tidak memerlukan rawatan ibu berarti selesailah masa asuhan
bagi seorang anak.’® Batas usia seorang anak dapat berdiri sendiri menurut Ibnu
Hazm, bahwa anak dapat dikatakan berdiri sendiri yaitu apabila anak telah
mencapai usia bisa menentukan nasibnya sendiri. Sayyid Sabiq mengatakan,
bahwa anak tersebut sudah sampai usia kawin, sebagaimana dijelaskan dalam

surat an-Nisa’ ayat 6:%

o s fa,’t o‘, al? ’.: a_r’ o.'r, 2 ? 2 . 7 f . - :.«° ,: 0,-
T3 ) (gl o2 ke O L e 3} G A
JLDOJ ,/0‘0 a’

-

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai
memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-

hartanya”*®

Para ahli fiqih berselisih pendapat tentang batas umur bagi anak kecil laki-

laki tidak memerlukan hadanah. Sebagian mereka menetapkan 7 tahun. Sebagian

% Sa’id Talib Al-Hamdani, Risalatun Nikah, 263
?" Depag Rl, Ensiklopedi Islam,. 368
% Depag, A/-Qur’an dan Terjemahnya,. 115
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lagi 9 tahun, dan yang lain ada yang 11 tahun. Adapun menurut ulama
Hanafiyah, berakhimya masa mengasuh anak ini ialah apabila si anak sudah
berusia 7 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.?’

Kementrian Kehakiman berpendapat bahwa kemaslahatanlah yang harus
dijadikan pertimbangan bagi Hakim untuk secara bebas menetapkan kepentingan
anak laki-laki kecil sampai 7 tahun dan anak perempuan kecil sampai 9 tahun.*
Jadi yang dikehendaki di sini adalah melihat dari kemaslahatan anak tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang batas usia
hadanah, sebagaimana dalam Pasal 98 dan Pasal 105, yaitu:

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21
tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental
atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan
hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat
yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang
tuanya tidak mampu.*!

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak
untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*?

» Sa’id Talib Al-Hamdani, Risa/atun Nikah, 264

% Sayyid Sabiq, Fikit Sunnab,. 174

*! Team Media, Kompilasi Hukum Islam,. 148

* Kompilasi Hukurn Islam, Jakarta ; Team Media, tt. 116
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D. Syarat-syarat Hadanah dan Urutan Pemegang Hadanah

1. Syarat-syarat Hadanah

Begitu pentingnya proses pengasuhan anak, maka ada persyaratan

tertentu untuk dapat mengasuh anak, diantaranya menurut Asywadie Syukur,

bahwa diantara syarat-syarat bagi seorang pengasuh adalah:

a.

b.

Harus mencapai usia balig.
Berakal.
Terdiri dari orang-orang yang baik serta mempunyai sifat sebagai seorang
yang dapat dijadikan seorang pengasubh.
Anggota tubuhnya sempurna.
Bersuami, sedangkan agama tidak menjadi syarat.*?

Seorang pengasuh anak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
Berakal. Orang gila tidak berhak sebagai pengasuh anak.
Balig.
Mampu melaksanakan pengasuhan anak.
Dapat dipercaya.
Pengasuh anak tidak menaruh kebencian terhadap anak yang diasuh.
Apabila pengasuh anak itu seorang wanita, maka tidak dibolehkan yang
bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan yang

diasuh.>*

3 Asywadie Syukur, Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Islam, (Surabaya: Bina
IImu, 1985), 30
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Menurut Imam Tagqiyuddin, syarat-syarat bagi orang yag akan

mengasuh anak adalah berakal, merdeka, Islam, kasih sayang, jujur, tidak

bersuami, dan bertempat tinggal >

Menurut Sayyid Sabiq, syarat-syarat bagi seorang pengasuh anak (ibu

asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang

diasuhnya, yaitu:

a.

b.

Berakal sehat ;

Dewasa ;

Mampu mendidik ;

Amanah dan berbudi ; sebab orang yang curang tidak aman bagi anak
kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya
dengan baik.

Islam ; anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan

muslim. Allah berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat 141:

Ed

s . L. e HE G S S
e el o o S U o S L

Artinya: “..... dan Allah sekali-kali tidak akan memberi Jjalan kepada

oraug-oranév kafir untuk memusnahkan orang-orang Yyang

beriman’’?

Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain

maka hak hadanalmya hilang.

34 Depag Rl, Ensiklopedi Islam,. 367
»* Abdul Fatah Idris, Terjemah Ringkas Figh Islam Lengkap, (Jakarta, Rineka Cipta, 1990), 258-260
3% Depag, Al-Qur’an dan Terjemahnya,. 146
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g Merdeka.*’
2. Urutan Pemegang Hadanah
Ulama’ memberikan urutan hak mengasuh anak bagi para wanita sesuai
dengan kemaslahatan anak tersebut. Menurut mereka kaum wanita lebih
sesuai sebagai pengasuh anak, karena kasih sayangnya terhadap anak, dan
mempunyai rasa kesabaran dalam melakukan tugas ini, dan dia lebih
mengetahui dan lebih mampu mendidiknya, serta lebih punya waktu untuk
mengasuh anaknya dari pada bapaknya.
Urutan yang berhak menurut yang dianut oleh kebanyakan ulama
adalah:
1) Ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki
kedudukan ibu, kemudian ;
2) Ayah, ibunya ayah dan setcrusnya ke atas, karena mercka menduduki
tempat ayah.
3) Ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya ke atas.
4) Tbunya kakek melalui ayah, dan seterusnya ke atas.
5) Saudara-saudara perempuan ibu.

6) Saudara-saudara perempuan dari ayah.*®

3 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah,. 165-170
3 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,. 332



BAB III

SEKILAS PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

A. Keberadaan Pengadilan Agama Sidoarjo

I. Keadaan Geografis dan Wilayah Hukum Yuridiksi Pengadilan Agama
Sidoarjo
Pengadilan Agama Sidoarjo adalah suatu pengadilan tingkat pertama
yang secara organisasi atau struktur dan finansial dibawah kekuasaan
Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama tersebut menangani
masalah hukum perdata di Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan
keberadaannya, maka Iembaga peradilan agama ini harus mampu melayani
kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama mcngenai  hukum
kckeluargaan.
Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas I-B berkedudukan di Kota Sidoarjo
terletak di Jalan Hasanuddin No. 90 Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan
dengan:

Sebelah Timur : Selat Madura

o

b. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto

13

Scbalah Utara : Kota Surabaya dan Gresik

&~

Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
Sedangkan yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo

yang dibagi atas beberapa Kecamatan, yaitu:

35
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a. Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 desa.

b. Kccamatan Buduran terdiri darj 15 desa.

¢. Kecamatan Candi terdiri dari 24 desa,

d. Kecamatan Tanggul Angin terdiri dari 18 desa.
€. Kecamatan Porong terdiri dari 19 desa.

f. Kecamatan Jabon terdiri darij 14 desa.

g. Kecamatan Krembung terdiri dari 19 desa.

h. Kecamatan Prambon terdiri dari 20 desa.

i. Kecamatan Balong Bendo terdiri darj 20 desa.
j- Kecamatan Tarik terdiri dari 20 desa.

k. Kccamatan Krian terdiri dari 20 desa.

. Kecamatan Taman terdiri dari 24 desa.

m. Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 desa.

n. Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa.

0. Kecamatan Tulangan terdiri dar; 22 desa.

P. Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 desa.

q. Kecamatan Waru terdiri dari 16 desa.

r. Kecamatan Sedati terdiri dari 16 desa.’

'Sumber Data Dari Pengadilan Agama Sidoarjo, Tanggal 13 Januari 2011
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2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat
(1) dikatakan bahwa susunan peradilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim,
Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Sclanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43
juga dijelaskan bahwa dalam meclaksanakan lugasnya scbagai Panitera,
Sekretaris dibantu olch Wakil Sekretaris dan Wakil Panitera yang membantu
Panitera atau Sckretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing scbagaimana Pecngadilan
Agama yang ada di Indonesia. Struktur terscbut sangal penting guna
mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing
bagian. Hal ini sesuai dengan surat cdaran Mahkamah Agung No. 5, Tahun
1996, Tanggal 16 Agust us.

Adapun bagan struktur organisasi: Pengadilan Agama Sidoarjo adalah

scbagai berikut.?

? Hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, Bapak,H. MUCHLAS NI’AM, S.H,
M.Hum Pada tanggal 13 Januari 201 1.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO KELASIB

DRA. HINDASAH

HAKIM

KETUA
Drs. Mame Sadafal, M.H.

WAKIL KETUA
Hj. Atifaturrahmaniyah, SH.

1.
2. DRA. HJMASNUKHA, MH.
3. DRA. MASRIFAH
4. DRA. SITI MUAROFAH SA’ADAH,SH [~ - === = s e """‘I
5. DRS. H. SRIYATIN, SH., M.AG PANITERA/SERRETARIS
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3. Wewecnang Pengadilan Agama Sidoarjo

dibawah naungan Mahkamah Agung, dibidang tcknik fungsional menangani

Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan satu instansi pemerintahan

hukum perdata seperti Pengadilan Agama.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo

adalah sebagai berikut:

a. Perkawinan

)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Izin poligami

Pencegahan perkawinan.

Izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun.
Penolakan perkawinan oleh Pcgawai Pencatat Nikah (PPN).

Cerai talak.

Cerai gugat.

Harta bersama.

Kelalaian atas kewajiban suami istri.

Penguasaan anak.

10) Nafkah anak.

11) Hak-hak mantan istri.

12) Pengesahan anak.

13) Pencabutan kekuasaan orang tua,

14) Penunjukan orang lain sebagai wali.
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15) Ganti rugi terhadap wali.
16) Asal usul anak.
17) Penolakan kawin campuran,

18) Isbat nikah.

19) Dispensasi kawin.

20) Wali ada/,
b. Waris
c. Wasiat
d. Hibah
¢. Wakaf
f. Zakat
g. Infaq
h. Sadaqah

i. Ekonomi Syari’ah.’

B. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 47/Pdt.G/2009/PA.Sda
Untuk lebih memperjelas pembahasan, maka penulis mencoba memaparkan
kasus putusan pengadilan agama Sidoarjo tentang hak asuh anak adopsi pasca
perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Untuk mendapat
gambaran yang jelas mengenai permasalahan tersebut, maka penulis akan

mengambil sampel Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 47 / Pdt.G /

3 Undang-undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006, Tcam Media, 26
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2009 / Pa.Sda sebagai berikut:

1.

Kasus yang terjadi pada BUDIONO BIN BUDI (nama samaran), umur 36
tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Novel PL, tempat tinggal di
Perum Taman Pondok Jati Blok CB-17 RT.28 RW.29 Desa Kedungturi
Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, sclanjutnya disebut sebagai
PEMOHON.
Yang dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada KUASA PEMOHON
Advokat pada kantor Advokat “KUASA PEMOHON DAN REKAN" yang
berkedudukan hokum dj Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya di scbut
sebagai KUASA PEMOHON.
Melawan NOVITA PRATAMA BINT] SURYANTONO, umur 37 tahun,
agama Islam, pckerjaan karyawan bank, tempat tinggal di Perum Taman
Pondok Jati Blok CB-17 RT.28 RW.29 Desa Kedungturi Kecamatan Taman
Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.
Tentang duduk perkaranya Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan
surat pcrmohonannya tertanggal 06 Januari 2009 yang telah terdafiar dj
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 47/Pdt.G/2009/PA .Sda.
yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa Pemohon dengan Termohon tclah menikah pada tanggal 12 Mei
1999 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah, KUA Kecamatan

Samarindah Ulu, Kab. Samarinda Kalimantan Timur dengan kutipan akta



42

nikah Nomor: 607/21/V/1999, Pada tanggal 19 Mei 1999

Bahwa sctclah melangsungkan perkawinan pcmohon dan termohon telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama
menempati rumah bersama di Perum Taman Pondok Jati Blok CB-17
RT.28 RW.29 Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
Bahwa selama perkawinan tersebut pemohon dan termohon sudah pernah
mclakukan hubungan suami isteri tetapi belum dikaruniai anak.

Bahwa semula kehidupan rumah tangga pcmohon dan termohon berjalan
tentram dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2008 rumah tangga
pemohon dan termohon mulai goyah, sering terjadi persclisihan dan
pertengkaran yang discbabkan:

1) Termohon selingkuh dengan laki-laki lain

Bahwa sejak bulan April 2008 antara pemohon dan termohon sudah pisah
ranjang sampai sckarang sudah pisah tempat tinggal sclama 9 bulan.
Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada
pengadilan agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil dan mcmeriksa
pecmohon dan termohon, sclanjutnya menjatuhkan putusan scbagai
berikut:

1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2) Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON ASLI) untuk

mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (TERMOHON ASLI)
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dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

3) Membebankan kepada pemoohon untuk membayar biaya perkara ini

sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain, mohon putusan yang
scadil-adilnya;

Mcnimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditentukan,
pemohon dan termohon hadir sendiri dalam persidangan, Majelis Hakim telah
berusaha untuk mendamaikan keduanya agar rukun kembali dalam satu rumah
langga yang bahagia scperti semula, tetapi usaha itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan peraturan
Mediator yang bernama Dra. HINDASAH untuk menjadi mediator antara
pemohon dan termohon agar supaya berdamai dan rukun kembali dalam satu
rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil, kemudian pemcriksaan
perkara ini dilanjutkan dengan membacakan sural permohonan Pemohon yang
ternyata isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah
memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 04 Maret 2009 yang isinya pada
pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Benar, kami menikah tanggal 12 Mei 1999 dihadapan pegawai pencatat
nikah, KUA kecamatan Samarindah Ulu kabupaten Samarinda Kalimantan

Timur dengan kutipan akta nikah Nomer: 607/21/V/1999 tanggal 19 Mei
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1999;

. Benar, kami telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan
hidup bersama menempati rumah bersama di Perum Taman Pondok Jati Blok
CB-17 RT.28 RW.29 Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten
Sidoarjo;

. Selama perkawinan kami memang sudah pernah melakukan hubungan suami
isteri sampai tahun 2003, selanjutnya tidak pernah lagi dikarenakan yang
bersangkutan tidak mampu melakukan hubungan suami isteri sampai tahun
2005, kami dapat melakukan hubungan suami isteri tetapi tahun 2006 suami
tidak mau berhubungan lagi dikarenakan apa hanya pemohon yang dapat
menjawab, kami memang tidak memiliki anak kandung tetapi kami
mengangkat anak perempuan mulai usia 3 bulan dan sekarang berusia 3 tahun
3 bulan (tanggal 10 Maret), surat dari ibu kandungnya yang menyatakan anak
tersebut diserahkan untuk dipelihara dan dibesarkan menjadi anak kami
sendiri akan tetapi surat adopsi baru kami urus;

Tidak benar sama sekali kalau saya berselingkuh, pemohon harap jujur ke
pengadilan siapa yang sebenarnya berselingkuh, dan mulai bulan februari
2008 pemohon sudah tidak kasih uang bulanan lagi ke saya hanya membeli
susu anak angkat kami, uang belanja tiap minggu 50.000 ke pembantu,
membayar pembantu, PLN dan Listrik sedang telepon mulai § bulan sudah

tidak pernah dibayar lagi sampai sekarang, semua itu dilakukan oleh
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pemohon sendiri, itu pun kalau pemohon ingat dan selalu di ingatkan;

5. Benar kami tidak seranjang lagi tetapi yang tidak mau scranjang itu pemohon
dan pemohon sendiri yang mau tidur di luar kamar (walaupun seranjangpun
pemohon tidak pernah menyentuh saya);

Itu jawaban-jawaban saya atas pengajuan cerai talak oleh pemohon dan
saya sclaku Termohon dengan ini mengajukan keberatan yang dikemukakan oleh
pemohon karena saya tidak pernah bersclingkuh, dan kalau memang pemohon
tetap ingin bercerai harus mecngajukan alasan yang sebenarnya dan jangan
memberikan alasan yang tidak benar / harus jujur;

Kalau Pemohon sudah jujur mengakui apa sebabnya mau bercerai maka
saya akan terima walaupun pada dasarnya saya sangat menghormati suatu ikatan
perkawinan yang suci;

Kalau memang kehendak Allah SWT saya tetap bercerai, maka saya
mengajukan hak-hak saya yaitu:

1. Rumah yang saya tempati dengan luas tanah 120 m, lebar 7,5 m, panjang 16
m, di Perum Taman Pondok Jati Blok CB-17 RT.28 RW.29 Desa Kedungt uri
Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan sekarang masih mengangsur di
BTN sampai tahun 2012 menjadi milik saya dan anak angkat kami;

2. Hak asuh anak angkat kami jatuh kepada saya;

3. Pemohon harus menyelesaikan surat adopsi anak angkat kami (surat

penyerahan dari ibu kandung ada pada kami/Bapak anak tersebut sudah
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meninggal);

4. Di luar sebagai suami isteri, Pemohon pernah meminjam uang untuk
menutupi uang kantor yang dikatakan diambil/dipakai oleh Pemohon dan
Pemohon harus membayar hutang-hutang tersebut yaitu bulan September
1999 sebesar Rp. 16.000.000,- (cnam belas juta rupiah) dan tahun 2003
scbesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), semua
uang saya pribadi karena Pemohon kasih uang setiap bulan cukup untuk
kebutuhan setiap bulannya;

5. Setiap bulan Pecmohon harus memberi uang bulanan kepada saya dan anak
angkat kami yang sama-sama kami scpakat untuk membesarkannya sebesar
Rp. 5.000.000,- tiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah
mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 31 Maret 2009 yang isinya pada
pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Benar, kami menikah tanggal 12 Mei 1999 dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah, KUA kecamatan Samarindah Ulu kabupaten Samarinda Kalimantan
Timur dengan kutipan akta nikah Nomer: 607/21/V/1999 tanggal 19 Mei
1999;

2. Benar, kami telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan
hidup bersama menempati rumah bersama di Perum Taman Pondok Jati Blok

CB-17 RT.28 RW.29 Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten
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Sidoarjo;

3. Benar, kami telah melakukan hubungan suarni isteri dan dikarcnakan salu
hal, hal tersebut tidak kami lakukan sampai beberapa lama saya lupa.
Memang kami tidak memiliki anak kandung tctapi kami telah mengangkat
anak pcrempuan mulai usia 3 bulan dan sekarang berusia 3 tahun 3 bulan.
Dan selanjutnya surat adopsi anak tersebut sedang kami urus;

4. Saya tidak tahu apakah namanya selingkuh atau bukan karena saya
mengcetahui ada beberapa SMS dan scorang laki-laki. Dan pada kemudian
hari saya buktikan sendiri dengan cara saya tunggui di samping kantor mulai
pukul 10.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB Termohon keluar menggunakan
mobil sedan warna mecrah. Termohon keliling sampai akhirnya mobil terscbut
berhenti di pinggir jalan di dacrah perak sekitar pukul 22.00 WIB kurang
lebih 15 menit di dalam mobil. Tidak sclang beberapa lama seorang laki-laki
keluar dari mobil tersebut dan memang sudah berada di dalam mobil scjak
awal. Semua kebutuhan rumah tangga saya cukup mulai dari susu anak,
listrik, air, pembantu. Kalaupun diingatkan itu karcna saya lupa dan
selanjutnya akan saya selesaikan;

5. Benar kami tidak serangjang lagi dan mulainya kapan saya lupa;

Jawaban di atas kami buat dengan scbenarnya, dan kami mohon dapat
dijadikan pertimbangan;

Adapun mengenai permintaan Termohon yang sudah saya pelajari, maka
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saya sebagai Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut;

1.

Rumah yang saya tempati dengan luas tanah 120 m, lebar 7,5 m, panjang 16
m, di Perum Taman Pondok Jati Blok CB-17 RT.28 RW.09 Desa Kedungt uri
Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan sckarang masih mengangsur di
BTN sampai tahun 2012 saya mengacu pada hukum gono-gini yang berlaku;
Ya saya menycrahkan hak asuh anak angkat kepada pihak Termohon;

Ya saya akan sclcsaikan surat adopsi anak angkat kami;

Mengenai hutang piutang saat perkawinan dianggap sebagai hutang bersama
dan setahu saya sudah terbayarkan saat permintaan kredit tambahan renovasi
rumah;

Ya kami sepakat untuk membesarkan anak angkat kami bersama-sama dan
saya akan menanggung biaya susu sebesar 2 juta per bulan dan premi asuransi
pendidikan akan saya bayar.

Mcnimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon telah

mengajukan duplik tertanggal 14 April 2009 yang isinya pada pokoknya sebagai

berikut:

1.

2.

Sesuai dengan Pemohon
Sesuai dengan Pemohon
Ada yang sesuai seperli mengangkat anak tetapi masalah hubungan
melakukan suami isteri, memang sctelah 2 tahun menikah Pemohon tidak

dapat melakukan hubungan suami isteri karena sesuatu hal tetapi setelah 3
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tahun berjalan Pemohon sembuh dan dapat berhubungan lagi hanya beberapa
kali saja dan kemudian Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dan
tidak pernah mau berhubungan dengan saya lagi sejak 3 tahun yang lalu
sampai sekarang (mulai kami mengangkat anak selama 3 bulan);

4. Saya sudah menjelaskan bahwa saya tidak berselingkuh atau memiliki
hubungan dengan laki-laki manapun juga selain dengan Pemohon tetapi
Pemohon tetap tidak percaya, karena Pemohon memang dan dulu semenjak
memiliki hubungan dengan teman kantornya sudah memang ingin
mencceraikan saya

5. Sesuai tetapi tepatnya Maret 2008;

Duplik saya buat berdasarkan atas Replik dari Pemohon. Dan saya tetap
tidak mau becerai kalau alasan tet ap yang diajukan olch Pemohon;

Adapun mengenai permintaan saya atas Replik Pemohon:

. Rumah yang saya tempati tetap menjadi milik saya dan saya tidak mau
menjadi harta gonogini karena rumah dan awal uang mukanya dari saya dan
yang mercnovasi dari uang saya, sedangkan uang bulanan yang dikasih suami
(mulai Maret 2008 tidak pernah kasih saya uang dan ngurus sendiri
kebutuhan rumah/harus diingatkan) cukup untuk biaya bulanan dan
membayar hutang suami saya pada kartu kreditnya, yang sama sckali tidak
pernah saya pakai.

2. Setuju.
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3. Setuju.

4. Kalau hutang piutang bersama menurut saya kalau uang tersebut untuk
keperluan bersama dalam hal ini rumah langga bukan untuk yang tidak jelas
seperti katanya dituduh memakai uang kantor padahal saya tidak pernah
dikasih uang selain gaji bulanan aja sedangkan kaya insentif dan THR saya
tidak pernah minta ataupun dikasih.

5. Sayatctap meminta uang bulanan 5 juta scbulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan  dalil permohonannya maka
Pcmohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
a. Alat bukti surat
1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah dan Kantor Urusan Agama Kccamatan
Samarindah Ulu Kabupaten Samarinda Nomor: 607/21/V/1999 tanggal
19 Mei 1999 (bukti P1);

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON ASLI dan tidak
bermaterai serta tidak dinasegekan diberi tanda (bukti P2);

b. Saksi-saksi
1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat

tinggal di Taman (samaran) RT. 15 RW. 03 Kecamatan Taman (samaran)
Kabupaten Sidoarjo;
Yang dibawah sumpahnya menyampaikan keterangan scbagai berikut:

¢ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi Teman
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e Bahwa antara Pemohon dan Termohon sckarang sudah pisah ranjang
selama 9 bulan
* Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan
Termohon menanggapinya bahwa benar Termohon mangantar laki-laki
itu, karcna kebetulan dia tidak membawa mobil dan kebelulan juga
pulang satu jalur, maka ia ikut mobil Termohon, dan laki-laki tersebut
bernama FERDIANSYAH teman di Bank Mandiri Syariah, satu kantor
dengan Termohon dan scjak kejadian itulah kehidupan rumah tangga
Termohon tidak harmonis;

SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat

tinggal Taman (samaran) di RT.12 RW.02 Desa Kedung (samaran)

Kabupaten Sidoarjo;

Yang di bawah sumpahnya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

* Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi Sepupu
Pemohon;

* Bahwa Pcmohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

* Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada akhir-akhir ini
bertempat tinggal di Perum Taman Pondok Jati Blok CB-17 RT.28
RW.09 Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

¢ Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
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* Bahwa saksi tahu dari laporan Pemohon bahwa antara Pemohon dan
Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

* Bahwa pada bulan April 2008 Pemohon pernah cerita pada saksi
bahwa ia sering bertengkar dengan Termohon, masalahnya ia
cemburu terhadap Termohon, namun saya tidak mengetahui laki-laki
yang mana yang membuat ia ccmburuy, ia mengatakan pernah melihat
Termohon berduaan dengan laki-laki lain dalam satu mobil;

* Bahwa antar Pemohon dan Termohon sckarang sudah pisah ranjang
scjak bulan April 2008 sampai sekarang;

* Bahwa saksi sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon
namun tidak berhasil dan sckarang sudah tidak sanggup lagi
merukunkan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya, namun
Termohon menanggapinya bahwa tidak benar Termohon ada hubungan dengan
laki-laki tersebut karena ia adalah teman kerja Termohon di kantor. Pada saat itu
ia ikut mobil saya karena satu jalur dan turun di Dupak;

Bahwa Termohon sudah bertahun-tahunan tidak berhubungan suami isteri
karena Pemohon punya penyakit;

Menimbang untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon
mengajukan buktibukti berupa:

a. Bukti tulis
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1) Foto Copy tagihan rckening bulanan kartu kredit HSBC untuk tanggal
01 Maret 2008 atas nama Dian Andriana (milik Pemohon ) Bukti T1

2) Foto Copy tagihan rekening bulanan Kartu Kredit HSBC untuk bulan 8
September 2008 atas nama DIAN ANDRIANA (Bukti T.2);

3) Foto Copy tagihan rckening bulanan Kartu Kredit HSBC untuk bulan
Desember 2008 atas nama DIAN ANDRIANA (bukti T.3);

4) Surat persctujuan Kredit KPR dari Bank Tabungan Negara tertanggal 7
Februari 2001 atas nama TERMOHON ASLI bukti T4,

Menimbang, bukti Termohon untuk T.I, T.2, dan T.3 di mana
Termohon tidak dapat menunjukkan aslinya schingga tidak dapat dijadikan

alat bukti dalam perkara ini;

. Saksi-saksi

1) SAKSI 3, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
beriempat  tinggal di Waru  (samaran) Desa Ngingas (samaran)
kecamatan Ngingas Kabupaten Sidoarjo
Yang dibawah sumpah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

* DBahwa saksi kenal Pemohon dan Tecrmohon karena saksi adalah
Teman Termohon;

¢ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

e Bahwa Pemohon dan Termohon pada akhir-akhir ini bertempat

tinggal di Perum Taman Pondok Jati Blok CB-17 RT.28 RW.09 Desa
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Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi
pertengkaran;

Bahwa saksi tahu dari keluarga Termohon dan dari tetangga bahwa
Pemohon hampir setiap hari pulang malam sekitar pukul 24.00 WIB
(malam);

Bahwa saksi tahu dari tetangga yang bernama TETANGGA SAKSI
yang mcnccritakan bahwa Termohon mau cerai, karena Pemohon
dipengaruhi oleh sckretarisnya yaitu seorang janda, bahkan sudah
nikah siri dan mempunyai seorang anak, lalu TETANGGA SAKSI
memberitahukan kepada Termohon;

Bahwa saksi tahu bahwa rumah yang ditempati adalah gono-gini dan
sckarang rumah tersebut sudah direnovasi, dan dipagar, ukuran rumah
tersebut 7% x 16 m;

Bahwa uang untuk renovasi adalah dan uang Termohon dan
Termohon pernah pinjam pada saksi Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh
Jjutarupiah) dan hutang pada saksi sckarang sudah dilunasi;

Bahwa saksi tahu pembelian rumah Pemohon dan Termohon pada
tahun 2001 pada saat itu Termohon masih bekerja di Bank Mandiri;

Bahwa saksi tahu Pemohon kerja di Teller (jual obat) penghasilannya
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tergantung omzet sedangkan Termohon di Bank Surabaya;

* Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang scjak bulan
April 2008;

* Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon
namun tidak berhasil;

Atas  kelerangan saksi tersebut  Pemohon dan Termohon
membenarkannya

2) SAKSI 4, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pembantu Termohon,

bertempat tinggal di Pcrum Taman Pondok Jati Blok CB-17 RT.28

RW .29 Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

Yang dibawah sumpahnya memberikan ketcrangan sebagai berikut:

* Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
Pembantu Termohon;

* Bahwa saksi ikut Termohon sudah sekitar 2 (dua) tahun;

¢ Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan pada
akhir-akhir sering terjadi pertengkaran;

* Bahwa Pemohon pernah cerita pada saksi, Termohon selingkuh
dengan teman laki-lakinya yang pernah satu mobil saat pulang, namun
Termohon sendiri menyangkal dan cerita kepada saksi bahwa ketika
pulang bersama dengan temannya itu karena kebetulan pulangnya satu

arah;
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¢ Bahwa sampai sckarang Pemohon dan Termohon masih satu rumabh,
namun tidurnya sendiri sendiri
¢ Bahwa sctahu saksi Pemohon berangkat pukul 8.00 pagi pulangnya
sctiap hari pukul 24.00 (malam) sedangkan Termohon berangkat
pukul 6.00 pagi pulangnya pukul 17.00 (5 sore);
Atas ketcrangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon
mcmbenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon masing-
masing telah mengajukan kesimpulannya sccara tertulis tertanggal 1 Juli
2009 dan 2 Juli 2009 dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan
putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala
sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara, oleh
karcna itu Majelis cukup merujuk berita acara dimaksud sebagai bagian yang

tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG BERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-
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Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim tclah berusaha mendamaikan para

pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Mcnimbang, bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
tahun 2008 Majelis Hakim telah menunjuk Hakim mediator yang bernama Dra.
HINDASAH untuk melakukan Mediasi terhadap para pihak yang berperkara
akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan;

Mcnimbang, bahwa terlebih dahulu  Majelis  Hakim perlu
mcmpertimbangkan alat-alat  bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak
scbagai berikut:

* Bahwa bukti tertulis yang diajukan olch Pemohon dan Termohon yaitu bukti
P1 dan P2 serta T1, T2, T3 dan T4 telah dibenarkan olch pihak lawan
schingga dapat dijadikan alat buktj yang sah dalam perkara ini:

* Bahwa kesaksian para saksi yang diajukan olch Pemohon dan Termohon
masing-masing adalah sebagai berikut: SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan
SAKSI 4 berhubung kesaksian mercka telah disampaikan di bawah sumpah
maka kcsaksian para saksi tersebut dapat diterima scbagai alat bukti dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dan Termohon
serta kesaksian para saksi, maka diperolch fakta sebagai berikut:

* Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten

Sidoarjo;
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* Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta
berdasarkan bukti P1 serta saksi-saksi maka telah terbukti bahwa Pemohon
dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

* Bahwa Pemohon dan Termohon telah berumah tangga selama + 10 tahun dan
belum dikaruniai anak namun telah mengangkal scorang anak perempuan dan
sekarang ikut Termohon;

Mecnimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan olch Pemohon
dalam surat permohonannya pada pokoknya termuat dalam Posita nomor 4 dan
5 yang diantaranya mecnycbutkan bahwa semula kchidupan rumah tangga
Pemohon dan Termohon berjalan tentram dan harmonis akan tetapi scjak bulan
Januari 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan
laki-laki lain, dan scjak bulan April 2008 antara Pemohon dan Termohon sudah
pisah ranjang sampai sekarang sudah pisah selama + 9 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut di atas, Termohon
memberikan jawaban sccara tertulis lertanggal 4 Marct 2009 yang pada
pokoknya adalah scbagai berikut:

* Bahwa tidak benar sama sekali kalau saya berselingkuh, Pemohon harap jujur
ke Pengadilan siapa yang sebenarnya berselingkuh, dan mulai bulan Februari
2008 Pemohon sudah tidak kasih uang bulanan lagi ke saya hanya membeli

susu anak angkat kami, uang belanja tiap minggu 50.000 ke pembantu,
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membayar pembantu, PLN dan Listrik sedang telepon mulai 5 bulan sudah
tidak pernah dibayar lagi sampai sekarang, semua itu dilakukan oleh
Pemohon sendiri, itupun kalau Pemohon ingat sclalu diingatkan;

* Bahwa benar kami tidak scranjang lagi tetapi yang tidak mau seranjang itu
Pemohon dan Pemohon sendiri yang mau tidur di luar kamar, (walaupun
scranjangpun Pemohon tidak pernah menyentuh saya) dan Termohon mau
diceraikan asalkan alasannya Pemohon yang jujur;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon terscbut di atas dan
Termohon menolak dalil Pemohon yang mcnyatakan bahwa pangkal terjadinya
perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pecmohon dan Termohon adalah
karcna Termohon sclingkuh dengan laki-laki lain, malah yang benar adalah
Pemohon yang sclingkuh dengan wanita lain dan tclah pisah ranjang sejak bulan
Februari 2008 dan itupun Pemohon yang tidak mau menyentuh Termohon dan
Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon dan Termohon yang bernama SAKSI
1 dan SAKSI 2 serta saksi Termohon yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4,
mereka semua melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi,
sering terjadi pertengkaran dan telah pisah ranjang sclama sekitar 9 bulan, oleh
karcnanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti
mengingat pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana terurai
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di atas Termohon telah memberi jawaban yang pada intinya Termohon tidak
kebcratan bercerai dengan Pemohon dan rumah tangganya sering terjadi
pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon yang selingkuh dengan wanita
lain dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sckitar 9 bulan;

Mcnimbang, bahwa selama persidangan Pemohon menunjukkan sikap
dan tckadnya untuk cerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya
dengan Termohon, di sini ada bukti pcrsangkaan bahwa antara suami isteri itu
sudah tidak ada ikatan batin lagi scbagaimana yang dikehendaki oleh Undang-
Undang Nomor I Tahun 1974 schingga rumah tangga yang demikian ini sudah
tidak utuh lagi sudah kchilaﬁgan sendinya dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah dihadirkan
dan tclah memberikan keterangan serta telah berusaha merukunkan rumah
tangga Pecmohon dan Termohon akan tctapi tidak berhasil, bahkan Pemohon dan
Termohon sudah + 9 (sembilan) bulan berpisah ranjang tanpa memperdulikan
satu dengan lainnya, maka dengan demikian unsur-unsur dalam pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam
Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 adalah terwujudnya rumah tangga yang
tentram (sakinah) diliputi rasa kasih sayang, demikian juga yang dikehendaki
oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan tentang tujuan

perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
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berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Mcnimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan
Termohon sebagaimana terurai di alas, maka berarti tujuan perkawinan telah
tidak dapat di wujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
Persclisihan dan pertengkaran itu telah terjadi scdemikian rupa sifatnya bahwa
antara keduanya telah pisah ranjang sclama + 9 (sembilan) bulan dan tidak ada
harapan akan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, sehingga jika
perkawinan mercka dipertahankan Justru akan menyusahkan kedua belah pihak,
olch karcna itu lebih maslahat kalau mercka diberi ijin untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Firman Allah SWT dalam

surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:
e Al S 0 33 1,45

Artinya: “Dan jika mercka berketetapan hari untuk talak, maka sesungguhnya
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Mcnimbang, bahwa becrdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka
Pengadilan Agama berpendapat tidak perlu membuktikan siapa yang salah dan
siapa yang benar, karena Pengadilan Agama telah yakin bahwa perkawinan
antara Pemohon dan Termohon telah pecah. Pertimbangan tersebut didasarkan
kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Reg.38K/AG/1990 tanggal 5
Oktober 1991 antara lain isinya menyebutkan “bahwa Mahkamah Agung

berpendapat kalau yudex factie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19
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huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu
semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan
siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
mencrus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Mcnimbang. bahwa berdasarkan peristiwa dan fakta-fakta terscbut di
atas maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan scbagaimana yang
dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemcrintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, olch karcna itu permohonan Pemohon patut di
kabulkan;

Mcnimbang, bahwa Majclis Hakim secara Ex Offisio dapat mcmberi hak
kepada Tcrmohon untuk memperoleh nafkah Iddah dan Mut’ah dan Pemohon
yang akan dipcrtimbangkan scbagai berikut;

Menimbang, bahwa olch karcna “ Pecmohon telah diberi ijin untuk
menjatuhkan talak kepada Termohon, maka Pemohon sebagai Muslim yang
menjatuhkan talak kepada isterinya, harus bertanggung jawab terhadap nafkah,
biaya hidup bebas isteri sclama masa iddah scbagaimana dimaksud Pasal 149
huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bila terjadi
perceraian akibat talak, maka bekas suami berkewajiban memberi nafkah selama
masa iddah kepada bekas isteri kccuali apabila isteri terbukti nusyuz dan

ternyata berdasarkan Berita Acara Persidangan tidak ada bukti yang
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menunjukkan Termohon scbagai isteri yang nusyuz, olch karena itu Majelis
Hakim menilai untuk memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan dan dengan
melihat kebiasaan Pemohon dalam memberi nafkah kepada Termohon dan
Pemohon yang bekerja pada PT. maka Pemohon patut dihukum untuk
membayar nafkah iddah sclama 3 bulan scbesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta
rupiah) yang akan dimasukkan dalam amar putusan mi;

Menimbang, bahwa di samping nafkah iddah keharusan Syariat Islam
yang harus dipenuhi oleh Pemohon kepada Termohon adalah pemberian Mut’ah.
Hal tcrsebut sesuai dengan petunjuk A1-Qur’an dalam surat Al-Baqarah ayat

241 yang berbunyi scbagai berikut:
(Ten) S e G B £ el

Artinya: “Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaknya diberikan oleh
suaminya) mut ‘ah yang makruf demikian itu sebagai suatu kewajiban
bagi orang-orang yang tagwa “

Dan sesuai pula dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo Pasal 149 huruf (a) jo Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh
karena itu untuk memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan dengan mclihat
rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berlangsung sekitar + 10 tahun
maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar Mut’ah
kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan

dinyatakan dalam Amar Putusan ini:
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DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon Konpensi telah mengajukan gugatan balik
scbagaimana terscbut di atas;

Menimbang bahwa gugatan tersebut diajukan dalam jawaban Termohon
oleh karcnanya scsuai dengan Pasal 132 b (1) HIR, maka gugatan tersebut dapat
diterima dan untuk selanjutnya penyebutan Termohon Konpensi adalah sebagai
Penggugat dan Pemohon Konpensi scbagai Tergugat. Sebutan demikian di
dasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Reg Nomor: 1
I3kJAG/1992 tanggal 27 Februari 1993,

Mecnimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah scbagai
berikut:

I. Rumah yang Penggugat lempati dengan luas tanah 120 m dan lebar 7,5 m,
panjang 16 m, di Perum Taman Pondok Jati Blok CB-17 RT.28 RW.09 Desa
Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan sekarang masih
mengangsur di BTN sampai tahun 2012 menjadi milik Penggugat dan anak
angkat Penggugat;

2. Hak asuh anak angkat kami Jjatuh kepada Penggugat;

3. Tergugat harus menyelesaikan surat adopsi anak angkat kami ( surat
penyerahan dari ibu kandung ada pada kami/Bapak anak tersebut sudah
meninggal);

4. Di luar sebagai suami isteri, Tergugat pemah meminjam uang untuk
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menutupi uang kantor yang dikatakan diambil/dipakai oleh Tergugat dan
Tergugat harus membayar hutang-hutang tersebut yaitu bulan September
1999 scbesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan tahun 2003
sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta jima ratus ribu rupiah), semua
uang Penggugat pribadi karena Tergugat memberi uang sctiap bulan hanya
cukup untuk kebutuhan setiap bulannya;
5. Sctiap bulan Tergugat harus memberi uang bulanan kepada Penggugat dan
anak angkat Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- tiap bulannya;
Menimbang, bahwa tcrhadap gugatan Penggugat masalah rumah yang
Penggugat tempati dengan luas tanah 120m?, lcbar 7,5m, panjang 16 m yang
terletak di Perum Taman Pondok Jati Blok CB-17 RT.28 RW.09 Desa
Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo agar menjadi milik
Penggugat dan anak angkat Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat dalam
Jawabannya menyatakan keberatan maka dipcrtimbangkan sebagai berikut :
Menimbang, oleh karcna gugatan Penggugat tersebut tidak didukung
dengan suatu Posita yang jelas, lagi pula Penggugat juga tidak
menyebutkan.batas-batas tanah yang digugat, maka Majelis Hakim berpendapat
gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur atau Obscur Libel, oleh
karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
| Mcnimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tcntang hak asuh anak

angkat, ternyata Tergugat dalam Repliknya tanggal 31 Maret 2009 yang dalam
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Posita Nomor 3 menyatakan bahwa Tergugat telah tidak keberatan dan
menycrahkan hak asuh anak angkat kcpada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum
Islam, anak yang belum mumayyiz (belum umur 12) hak asuh berada pada pihak
ibu, scjauh ibu dinilai layak dan memenuhi syarat untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi  pertimbangan  utama  dalam
menentukan siapa yang lebih pantas untuk mengasuh anak adalah semata-mata
ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kecmaslahatan) bagi anak, bukan
untuk kepentingan orang lain atau pihak lawan, schingga terjamin hak-hak anak,
bisa bertumbuh dan berkembang baik sccara fisik maupun psikis, scbagaimana
di maksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002;

Mcnimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terscbut di atas, maka
gugatan Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak angkat yang
bernama ANAK ANGKAT (P DAN T), umur 3 tahun 3 bulan patut untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tentang Penggugat harus
menyelesaikan surat adopsi anak angkat Penggugat dan Tergugat, ternyata
Tergugat dalam jawab Repliknya tertanggal 31 Maret 2009 pada Petitum angka
3 yang menyatakan Ya saya/tergugat akan menyclesaikan surat adopsi anak
angkat kami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengangkat anak

tidak bisa digabung dengan perkara mi atau merupakan perkara tersendiri oleh
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karcna itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat ditcrima dan bisa diajukan
perkara ini sccara sendiri tersendiri

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan baliknya tentang hutang
Tergugat yang antara lain sebagaimana di maksud pada Pctitum Nomor 4, maka
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pcnggugat tidak memasukkan
gugatan tersebut ke dalam Posita gugatan Rckonpensi dan langsung minta
dalam Petitum, olech karena itu gugatan Penggugat dinyatakan kabur atau
Obscur Libel dan dinyatakan tidak dapat diterima yang akan dimasukkan dalam
Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Tergugat memberi
uang bulanan kepada Penggugat dan anak angkat Penggugat dan Tergugat
scbesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, ternyata Tergugat dalam
jawabannya menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberi sebesar Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan sampai akhir persidangan tidak
ada kescpakatan antara keduanya maka dipertimbangkan scbagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat  agar Tergugat
memberikan uang bulanan kepada Penggugal, maka Pengadilan Agama
berpendapat bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus
karena perceraian, Tergugat (suami) tidak berkewajiban memberi nafkah kcpada
Penggugat (isteri) kecuali dalam masa iddah, olch karcnanya gugatan Penggugat

tersebut harus dinyatakan ditolak;
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Mcnimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Tergugat
memberikan nafkah untuk anak angkat Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, maka Majclis menilai tuntutan
tersebut terlalu tinggi, sedangkan kesanggupan Tergugat scbesar Rp. 2.000.000,-
(dua juta rupiah) sctiap bulan adalah sudah patut dan wajar, oleh karcnanya

kesanggupan Tergugat tersebut dapat ditetapkan dan akan dinyatakan dalam

amar putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Mcnimbang, bahwa scsuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan
kepada Pecmohon;

Mengingat segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

ketentuan Islam yang berkaitan dengan perkara ini*

MENGADILI
DALAM KONPENSI
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin talak kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk
mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di

hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

4 Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.47/Pdt.G./P.A S.da
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3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa
Nafkah iddah sclama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah);

Nafkah Mut’ah scbesar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah)

DALAM REKONPENSI

1. Mcngabulkan gugatan Penggugat scbagian;

2. Menctapkan hak asuh (hadlonah) anak angkat Penggugal dan Tergugat yang
bernama ANAK ANGKAT (P dan T) umur 3 tahun 3 bulan ada pada
Penggugat;

3. Mecnghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat naflcah anak
angkat yang bernama ANAK ANGKAT (P dan T) setiap bulan scbesar Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung sejak bulan Agustus 2009 sampai
anak tersebut dewasa;

4. Tidak menerima dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar besar perkara yang scbesar

Rp. 566.000,- (lima ratus cnam puluh enam ribu rupiah).
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Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Sidoarjo pada hari Rabu
tanggal 05 Agustus 2009 Maschi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya’ban 1430
H., oleh kami H. BASUNI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi Dra.
RUSYDIANA dan Dra. MASRIFAH. Masing-masing scbagai Hakim Anggota
dengan dibantu MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitcra Pengganti dan pada

hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadini oleh

Pemohon dan Tcrmohons;

5 Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, Dra. Masrifah, Pada tanggal 14
Januari 2011.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA SIDOARJO NO. 47/Pdt.G/2009/PA.Sda TENTANG STATUS
HAK ASUH ANAK ADOPSI PASCA PERCERAIAN

A. Analisis terhadap Dasar Hukum yang Dijadikan Pedoman oleh Hakim dalam
Putusan No: 47/Pdt.G/2009/PA.Sda

Pada bab III telah diuraikan tentang perkara yang telah diputus oleh
Pengadilan Agama Sidoarjo, yaitu perihal perceraian yang di dalamnya terdapat
penetapan hak asuh anak adopsi yang belum mumayyiz. Dalam penetapan
tersebut, menetapkan ibu sebagai pihak yang memiliki hak asuh atas anak adopsi
tersebut, sementara alasan Pengadilan Agama Sidoarjo memberikan hak asuh
anak kepada ibu angkatnya adalah karena anak tersebut sejak kecil ikut ibu
angkatnya dan juga belum mumayyiz (masih umur 4 tahun). Hal ini juga
disetujui oleh ayah angkatnya.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang
menangani perkara fadanah anak angkat yang terdapat dalam perkara perceraian,
harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk
mengambil suatu keputusan, agar nantinya tidak merugikan pihak yang
berperkara seperti kasus perceraian yang didalamnya terdapat penetapan hak
asuh anak adopsi yang belum mumayyiz pasca perceraian dengan Nomor

perkara: 47/Pdt.G/2009/PA.Sda.

72
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Dalam penetapan hak asuh anak, pertimbangan hukum yang dijadikan
dasar oleh hakim adalah berdasarkan keterangan para saksi dan Undang-undang
yang berlaku. Perihal mengenai pengasuhan anak yang dipakai oleh hakim adalah
Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, di sebutkan:

Dalam hal terjadinya perceraian;

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak
untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaannya;

¢. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta
anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak
diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena
keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak
itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan
lagi.

(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena
kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).'

Disamping itu, Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak juga menjelaskan tentang hal pengasuhan anak, yaitu:
Pasal 26
(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya; dan

¢. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.

! Kompilasi Hukum Islam, Jakarta; Team Media, tt.116
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Menurut analisis penulis dasar hukum hakim yang di pakai dalam
memutuskan perkara status hak asuh anak adopsi pasca perceraian sangat
relevan dengan hukum acara perdata, namun disini hakim Jjangan begitu saja
menyerahkan pengasuhan anak untuk pengasuh kecuali setelah mengadakan

musyawarah terlebih dahulu mana yang lebih maslahah bagi anak itu sendiri.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.
47/Pdt.G/2009/PA.Sda Tentang Status Hak Asuh Anak Adopsi Pasca Perceraian

Pengasuhan merupakan hak setiap anak, dan orang pertama yang
berkewajiban untuk itu adalah kedua orang tuanya. Apabila terjadi perceraian
antara keduanya, ibu lebih berhak atas pengasuhan itu dari pada ayah, selama ibu
memenuhi persyaratan atau selama anak belum sampai pada usia memilih.

Dalam firman Allah juga di jelaskan dalam surat al-Baqarah yang berbunyi:

Lo br. -

¥ B b B e 1 sl L T s e
.0 405 & A0 -
Sy A s

Artinya: "Dan ibu-ibu hendakiah menyusui anak-anaknya selama dua tahun
penub, bagi yang ingin menyusui secara sempuma. Dan kewajiban
ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”
(Al-Baqarah: 233)?

Para fuqaha’ berpendapat bahwa ayat :,3:) J ] 9}1,}131 ub_} maksudnya

adalah mewajibkan atas ayah untuk memberi nafkah kepada istri yang di talak

2 Depag, A/-Qur’an dan Terjemahnya,. 57
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dalam masa menyusui disebabkan adanya anak, maka nafkah tersebut wajib atas

ayahnya selagi anak itu masih kecil dan belum mencapai umur taklif’?

Mengenai hal pengasuhan anak ini Rasulullah saw telah bersabda:
N ‘. 0 ° Y. Tre ,,a’::f/a ’,’zO/ ’rtk,/ - ° - . °or o -
O M b of i JRM50 B S of Lgie LS IRy
o ol sy Ll 36O s W Ay sl 4 ey 4 i

.

& 0s 0 | - P 0/‘// o’zk,, ’z ‘. ,6 -, - ’:.’
Sl oy, ) (o KE G 5o eIy e i o & 0 G G

Artinya: Dari Abdullah bin Amru ra (katanya): Sesungguhnya seorang wanita
barkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku menjadi
tempatnya, susuku menjadi minumannya, pangkuanku menjadi
pemeliharaannya, dan sesungguhnya ayahnya telah mentalak saya dan
dia hendak mengambil anaknya dari pangkuanku. Lalu Rasulullah saw.
bersabda kepadanya: Engkau lebih berhak terhadapnya selama kamu
belum menikah lagi. Diriwayatkan oleh Abu Daud.’

Dan juga firman Allah swt dalam surat at-Tahrim ayat 6:

s

-y P g f}nff l(o‘oe’r o,z},g’o:op’/o.' f‘ <.
- 8l ML T VU STy ST 1 151 L iy

Artinya:  “Hai orang-orang Yyang beriman, perliharalah dirimu dan kelvargamu
dari api neraka yang bahan bakarn va adalah manusia dan batu ... "

Dari ayat di atas, orang tua diperintahkan oleh Allah SWT untuk
memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota
keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah Allah, dan termasuk anggota

keluarga dalam ayat ini adalah anak.’

? Muhammad Ali Ash-Shabuni, Taflir Ayat-ayat Hukum, Jilid 2, Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993. 96
4 Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abu Dawud, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1996. 150

3 As-Shan’ani, Subulus Salam, Penerjemah Abu Bakar Muhammad, cet. I, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
819

6 Depag, Al-Qur’an dan Terjemahnya,. 951

" Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, 177
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Oleh karena itu, demi kepentingan masa depan anak dalam hal
pengasuhannya dan pendidikannya, untuk itu diperlukanlah seorang pengasuh.
Para ahli hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak
melakukan Aadanah. Ulama’ figih berbeda pendapat dalam menentukan siapa
yang memiliki hak hadanah tersebut, ﬁpakah hak hadanah ini milik wanita (ibu
atau yang mewakilinya) atau hak anak yang di asuh tersebut. Ulama’ mazhab
Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan bahwa mengasuh, merawat, dan
mendidik anak merupakan hak pengasuh (ibu atau yang mewakilinya). Dengan
alasan bahwa apabila pengasuh ini menggugurkan haknya sekalipun tanpa
imbalan, boleh ia lakukan dan hak itu gugur. Jika hadanah ini hak anak, maka
menurut mereka hal itu tidak dapat ia gugurkan.®

Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa hadanah merupakan kewajiban bersama
kedua orang tua yaitu ayah dan ibu. Apabila kedua orang tua itu bercerai, maka
ibu lebih berhak dalam pengasuhan anak dari pada ayahnya, sepanjang tidak
terdapat hal-hal yang menghalangi ibu untuk didahulukan haknya itu (ibu
memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang berhak mengasuh anak) atau
terdapat hal-hal yang mengharuskan anak memilih ayahnya sebagai
pengasuhnya.’

Akan tetapi jumhur ulama berpendirian bahwa hadanah itu menjadi hak

bersama, antara kedua orang tua dan anak. Menurut Wahbah Az-Zuhayli hak

9

® Wahbah az-Zuhaili, A/-Fighu Al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz X, Damaskus, Dar Al-Fikr, 1997. 729
Depag Rl, Ensiklopedi Islam, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993. 366
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hadanah itu hak berserikat antara ibu, ayah, dan anak. Apabila terjadi
pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak
yang diasuh.

Hadanah merupakan hak anak-anak yang masih kecil, karena ia
membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya dan orang yang
mendidiknya. Dan ibunyalah yang berkewajiban melakukan hadanah tersebut.
Seorang ibu diutamakan ijalah karena dialah yang berhak untuk melakukan
hadanah dan menyusui. Sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu
mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas
ini yang tidak dipunyai oleh bapak. Ibu juga lebih punya waktu untuk mengasuh
anaknya dari pada bapak. Oleh karena hal-hal ini semua, maka dalam mengatur
kemaslahatan anak, ibu diutamakan.'®

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa orang tua adalah
orang yang mewakili terhadap segala perbuatan hukum anaknya, sebagaimana
dalam Pasal 98, yaitu:

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun,
sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum
pernah melangsungkan perkawinan.

(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum
di dalam dan di luar Pengadilan.

(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang
mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak
mampu.'!

' Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah,. 160-162
"' Team Media, Kompilasi Hukum Islam,. 148
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Begitu juga dalam Pasal 156 KHI juga menjelaskan bahwa anak yang
belum mumayyiz, ibunyalah yang lebih berhak terhadap pengasuhannya, yaitu:

Pasal 156;

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah;

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya,
kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya
digantikan oleh:

Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

Ayah

Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah

Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan

Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;

Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.'?

S -

Menurut analisis penulis, analisis hukum Islam terhadap hak asuh anak
adopsi atau hadanah-nya yang lebih berhak adalah ibu angkatnya, karena anak
tersebut belum mumayyiz (masih berumur 4 tahun). Seorang ibu juga lebih
mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Ia mempunyai rasa kesabaran untuk
melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh bapak. Disamping itu, ibu angkat
adalah kedudukannya sama dengan ibunya sendiri dalam hal mengasuh. Seperti
halnya yang dipaparkan oleh pendapat ulama’ mazhab Hanafi dan mazhab Maliki
yang mengatakan bahwa mengasuh, merawat, dan mendidik anak merupakan hak
pengasuh (ibu atau yang mewakilinya).

Namun yang lebih penting adalah dilihat dari kemaslahatan anak itu
sendiri, meskipun yang lebih berhak atas pengasuhan anak adalah ibu. Apabila

ibu dipandang tidak mampu karena suatu sebab sehingga terlarang haknya untuk

12 mbid, 131
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diutamakan, maka hakim dapat memberikan pengasuhan itu kepada selain ibu.
Karena pemeliharaan anak merupakan suatu penguasaan yang didalamnya harus
memperhatikan kemaslahatan anak yang dikuasainya.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka demi kemaslahatan dan
kepentingan anak tersebut, hak hadanah oleh ibu dipandang cukup beralasan dan

dapat dikabulkan.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab
sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait
dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu mengenai dasar hukum
hakim Pengadilan Agama Sidoarjo memberikan hak asuh anak adopsi yang
dalam usia belum mumayyiz kepada ibu angkatnya, serta analisis hukum Islam
terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang memberikan hak asuh anak
adopsi kepada ibu angkatnya.

1. Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang dipakai dalam
memberikan hak asuh anak angkat kepada ibu angkatnya adalah karena anak
tersebut sejak kecil ikut ibu angkatnya dan juga belum mumayyiz (masih
umur 4 tahun). Hal ini juga disetujui oleh ayah angkatnya.

2. Dalam analisis hukum Islam terhadap hak asuh anak adopsi yang lebih berhak
adalah ibu angkatnya, karena anak tersebut belum mumayyiz (masih berumur
4 tahun). Seorang ibu juga lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya.
Ia mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai
oleh bapak. Disamping itu, ibu angkat adalah kedudukannya sama dengan

ibunya sendiri dalam hal mengasubh.

80
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B. Saran-saran

l. Mengingat hadanah adalah masalah yang bukan mudah, maka diharapkan
kepada praktisi hukum sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam
menyelesaikan dan mengadili, agar untuk selalu melakukan kajian yang
mendalam terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah Aadanah. Untuk
selalu menjunjung tinggi kebenaran.

2. Bagi seluruh lapisan masyarakat, hendaknya mereka tidak menganggap
remeh terhadap perihal hadanah Karena sekecil apapun masalah akan
dimintai pertanggung jawaban kelak di hari akhir (hari kiamat), apalagi

masalah anak yang merupakan amanah dari Allah SWT.
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